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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 61/Permentan/PK.320/12/2015

TENTANG

PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalkan kerugian ekonomi,

keresahan masyarakat, kematian hewan yang tinggi

dan/atau potensi masuk, berjangkit dan menyebarnya

penyakit hewan menular antar pulau/daerah, perlu

dilakukan pemberantasan penyakit hewan menular;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan

ketentuan Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 45 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Pasal 60, Pasal 62 ayat (4), Pasal 65, Pasal 67, Pasal 72

ayat (3), dan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 47

Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan

Penyakit Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Pertanian tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang

Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3482);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan

Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang

Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3509);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang

Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4002);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang

Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5296);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5543);

12. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

14. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/

OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan

Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina

dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor
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94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat

Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit

Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan

Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 428);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/

OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG

PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberantasan Penyakit Hewan adalah tindakan yang

dilakukan untuk menghilangkan munculnya kasus

dan/atau agen Penyakit Hewan.

2. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan

yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif,

gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi

parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.

3. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang

ditularkan antara Hewan dan Hewan, Hewan dan

manusia, serta Hewan dan media pembawa Penyakit

Hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung

dengan media perantara mekanis seperti air, udara,

tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui

media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba,

atau jamur.

4. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit

Hewan yang dapat menimbulkan angka kematian

dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada Hewan,
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dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat,

dan/atau bersifat zoonotik.

5. Penyakit Hewan Eksotik adalah penyakit yang belum

pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu Wilayah

atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

6. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat

berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan Menular baru di

suatu wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan

Menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana

nonalam.

7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau

sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air,

dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di

habitatnya.

8. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat,

air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar,

baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh

manusia.

9. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan

dengan pelindungan sumber daya hewan, kesehatan

masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan

produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan

akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian,

dan ketahanan pangan asal hewan.

10. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di

bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik

veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan

Hewan.

11. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang

ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota

sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan

tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan

Kesehatan Hewan.

12. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau

Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki

kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
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